Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MARTHUNIS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 678180
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 383 m2/383 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.616.476.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 5000 m2/5000 m2 di KAB / KOTA
ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/20000 m2 di KAB / KOTA
ACEH JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, ERTIGA GX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 107.000.000
2. MOTOR, YAMAHA LEXI 125 CC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.746.476.000

130.000.000

35.786.187
1.912.262.187
8.858.340
1.903.403.847

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA . DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
. DATA PRIBADI
1. Nama . FAUZA MORISAN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK 769259
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 333 m2/300 m2 di ACEH BESAR,
HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 182.500.000
1. MOBIL, TOYOTA CALYA / MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
19.500.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

33.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. Lt
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ——
Sub Total Rp. 841.500.000
. HUTANG Rp. =
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 841.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ZULKIFLI. H.
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 796645
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 331.800.000

1. Tanah Seluas 553 m2 di KAB / KOTA KOTA LHOKSEUMAWE ,
WARISAN Rp. 331.800.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 65.000.000
1. MOTOR, KAWASAKI AN 130 C (KAZE ZX VR) Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA 1.5 (4X2) A/T Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 41.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==5s

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—as

Sub Total Rp. 449.400.000

. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 449.400.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MARZUKI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 718117
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA

BANDA ACEH , WARISAN Rp. 700.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 310.800.000

1. MOTOR, HONDA VARIO RODA DUA Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 8.500.000

2. MOTOR, HONDA BEAT RODA DUA Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 9.500.000

3. MOBIL, WULING ALMAZ SUV EKLUSIVE 7 SEATER Tahun 2020,
HASIL SENDIRI Rp. 270.800.000

4. MOTOR, HONDA VARIO X1HO2N35M1 A/T /SOLO Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.073.550.000

. HUTANG Rp. 68.300.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.005.250.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FERIYANA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 703173
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 386 m2/114 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 7286 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL
SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 899 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, WARISAN Rp.
1.350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 EAT Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

lll. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

3.050.000.000

211.000.000

190.000.000

53.000.000
3.504.000.000
92.000.000
3.412.000.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama . JUNAIDI,
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 844263
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 880.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.200.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS 1.5 G AT (NCP15 Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 63.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

7.200.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp. Ak
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.651.646
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 952.851.646
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 952.851.646
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUSTAFA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK 1 718122
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.222.100.000

1. Tanah Seluas 311 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL
SENDIRI Rp. 342.100.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 275.000.000

3. Tanah Seluas 284 m2 di KAB / KOTA BIREUEN, HASIL SENDIRI
Rp. 165.000.000

4. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 330.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 34.200.000
1. MOTOR, YAMAHA BBS MT Tahun 2021, HADIAH Rp. 34.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —

D. SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.664.816

F. HARTA LAINNYA Rp. _ad

Sub Total Rp. 1.296.964.816

. HUTANG Rp. s

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.296.964.816
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



KPK 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



